SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan Di Daerah, perlu mencabut Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi [jin
Gangguan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor
17 Tahun 2010 Tentang Retribusi [jin Gangguan,;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1965);



https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52348

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Menetapkan

Dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI [JIN GANGGUAN.

Pasal |

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111364/permendagri-no-19-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111364/permendagri-no-19-tahun-2017

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI GIANYAR,

ttd
I MADE MAHAYASTRA
_Dmnclangl{andl Gia_ﬂ}rar
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KEABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(7, 80/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

" REPALA BAGIAN HUKUM
S\ ——SERRE T DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

W D '- tetut Sedana, MAP.
N4 Pepibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001






